
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 9 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEI.ANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2O2O,/

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a bahwa Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2O2O, tela},
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019

tentang Penjabaran pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tah[]:. A,jigflaran 2O2Oi ./
b. bahwa dikarenakan adanya penyesuaian program dan

kegiatan, pergeseran rekening rincian objek belanja dan
anggaian kas dengan mempedomani peraturan presiden

Nomor 78 Tahun 2Ol9 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belalja Negara, peraturan pemerintah

Nomor 12 Tahun 2O19 tentang pengelolaan Keuangal

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentsng Pedoman Pen]rusunan Anggaran pendapatan

dan Belarja Daerah Tahun Anggaran 2O2O, serta Intruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2O2O tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta p€ngadaar

Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penaaganan

Corona Vin,/s Disea.se 2O19 (COWD19), maka peraturan

Bupati Nomor 98 Tahun 2019 perlu diadakan perubahan; 7



c. balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Perubalal Kedua Atas peraturan Bupati Nomor 9g Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahwt Arrggaran 2O2O./

Mengingat : 1. Undarg-Undang Nomor 2a Thhun 1959 tentang
Pembentukan Daerah fingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821)i/

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tenta.ng Keuangan
Negara (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286)i/

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

Perbendaharaan Negara (t€mbaran Negara

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);7

4.

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 440O);,2

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentarlg Sistem
Perencanaal Pembangunan Nasional (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)r,/
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dar
Pemerintah Daerah (Irmbara-n Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan L€mbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 44381y'

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara-n Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1SO, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);72

7.

tentang

Republik

[,embaran

6.
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintalml Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9

Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor

5679);7

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

198, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

64rol./
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dart Anggota

Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah (Lembaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PeDerintah

Nomor 37 Tahun 2OO5 tentang Perubahan Ataa Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454O1i,,,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan l^ayanan Umurn (l€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45021;/

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang

Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahal kmbaran Negara

Republik Indonesia Norr\or 45741y'

9.

10.

1',t-

t2.
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13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (Iembaran Negam Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 137, Tarnbaiar Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575)7

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentarrg

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tenta-ng Perubaha[ Atas Peraturan

Pemerintal Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2OO5

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11O,

Tambahaa L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

srssl.v/
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

PeLaporal Keuangan dan Kinerja Insta-nsi Pemerintah

(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 46 1 4);,/

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusa! Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahr:n 2007 Nomor 82, Tambahan t embaran Negara

Republik Indonesra Nomor 47371i.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunal Daerah

(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor

48171./

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2o1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5156);,,'

15.

16.

17.

1a-

PARAF iT,OORDIN

pARAF I{OORDli:.1.S1



19.

20.

21.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Fengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)i/,
Peraturan Pemerinta]: Nomor 18 Ta]lun 2016 tentarg
Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O19

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tairun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 64O2);,,/

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan

perwakilan ralgrat daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor @57)7
Peratu.ran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 731;7

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6322)i
Peraturan Presiden Nomor 2 Ta_hun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3)7
Peratu.an Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Talun 2O 18 Nomor 33);/
Peraturan Presiden Nomor 78 Tal.un 2Ol9 tentang Rirrciar
Anggaran Pendapatan da'r Belanja Negar.a Tahun Angga.ran

2O2O;7

Peratura[ Presiden Nomor 13O Tahun 2019 tentang
Petunjuk Telqds Dana Alokasi Khusus Fisik Ta}run
A,l:ggjara,f 2O2Ot/
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2A_

29.

32.

33.

31.

30.

34_

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

tentang Gugus'I\Eas Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2Ol9 (COVID-lg);.,/

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2O2O t€ntang refocussing

kegiatan, realokasi anggaran, s€rta pengadaan barang dan

jasa dalam rangka p€rcepatan penanganan Corona Virus

Disease (COVID- 19);7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oil
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentrri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O1l Nomor 31O);/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Taltun 2O18

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pemberial Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

APBD;7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Pen]rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daera.lr Tahtuo Arrqgararr 2O3Oi/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

tentang Kegiatan Pemba-ngunan Sarana dan Prasarana

Kelurahal dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Tahun Anggaran 2019i
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 202O

tentarg Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

(COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah; 7
Peraturar Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.O7l2ol9

tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan

Pembaya.ran selisih Perubahan Iuran Jarninar Kesehatan

penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; ,,/

6
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36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.O7l202o

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran

2O20 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease

lcovtD-191;7
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

6lKM-7l2O2O tentang Penya.luran Dana Alokasi Fisik

Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan

dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona

Virus Disease (COYID- 1,91;,/

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.O1.07/Menkes / 215 I 2O2O tentang Pemanfaatan Dajla

Alokasi Khusus Bidang Kesehatar untuk pencegahan

dan/atau penanganan Corona Virus Disease (COVID-I9)

"lahrulr AI.g4laran 2O2Oi /
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2OlO Nomor 7lt//
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi

Ran as Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah

diubalr dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2076-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018

Nomor 1);/
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas (L€mbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 Nomor 1O);7

Peraturan Daerai Nomor lO Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas

Talrun Anggaran 2O2O U-em.banalr Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2019 Nomor 1O);,..

3A_

39.

40.

4t.

42.
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43. peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tent€ng Fenjabaran

Anggaran Pendapatan dan Be!,anja Daerah Kabupatcn Musi

Rawas Tahun Anggarat! 2O2O (Berita Daerah Kabupeten

Muai Rawas Tahun 2o19 Nomor 98), sebagBimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2O2O

tcntang perubahan Atas Peraturan Bupa.ti Nomor 98 Tahun

2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran Fendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun AnAgnran 2O2O

(B€rita Daerah lkbupaten Musi Ra$,as Tahun 2O2O Nomor

3l'1
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATLTRAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATT'RAN BUPATI NOMOR 98 TAHUN 2OT9 TENTANG

PENJABARAN ANCTGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O.7

Pasal 1

Beberape ketcntuan dFlam PeraturEn Bupati Nomor 98 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggamn Fendapatan dan Bclanja

Daerah Tahun Angararr 2O2O (Berita Daerah lQbupaten Musi

Rawas Tahun 2019 Nomor 981, diubah sehinga berbunyi sebagai

bf,fibft:./
1. Kct€ntuan Pasal I diubah, sehinaga Pasal I berbunyi sebagai

bcrikut :/
PaEal 1

Anggaran Pendapatan da.ll Belanja Daerah Tahun

2O2O tf.tdili si€s : ,/
1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli
Daerah Rp. 154.244.636.036,00 ,/

b. Dana Perimbangan Rp. 1.322.746.654.OOO,N ./
c. Lain-trainPendapatan

yang sah
Jumlah Pendapatan

2. Belsnja Daerah:

Rp. 321.a9A.536.326,O7/
Rp. t.794.449.426.fi2,O77

PARAF (OORDINASI
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Belanja Tidak Iangsung

U Belanja Pegawai

2) Belanja Hibah

3) Belanja Bsntuan

Sosial

3) Belanja Bagi
Hasil kepada
Propinsi/ Kabl
Kota dan PeBdes

4) Belanja Bantuan
Icuangan kepada
Propinsi/
Kabupaten/Kota
dan Pemdes

5) Bclanja Tidak

Terduga

Jumlah Belar{a

Tidak Largsung

Belanja Ilngsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang

dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Langsung

Surplus/ (Defsit)

Pembiayaan:

a, Fenerima,an

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan
Nctto Rp

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan Rp

55A.AO9.203.106,O7 /
8l.343.1OO.OOO,OOI

o,oo/

Rp. 6.671.714.591,00/

297.769.232.fiO,@z

4.500.ooo.0()0,oo,,.

949.O93.2fi.197,O77

Rp. 52.299.7s5.o@,@7

5O3.969.924.99O,OO/

329.A24.9A1.7 35,OO/,,

AA6.@4.66'5.725,00,/

(36.298.O89.56O,OOL

36.29A.OA9.#O,@/

o,@/

36.29a.Oag.5@,OO /

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

b.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp

3.
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2.

3.

IGtertuan dalam Irmpiran I diubah, iehingga LamPiran I
berbunyi sebagaimana ter€antum dalam Lampiran I Pcraturan

Bupati ini.

Ketentuan dahm rannpiran tr diubah, schingga t ampiran II

berbrmyi sebagpimana tercantu.rn ddam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diwdangkan.

Ager setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan Penempatannya

dalam B€rita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

f--
PRISKODESI

Ditetapkan di Muara Bcliti

pada tanegal 9 n*a+ 2O2O

RAWAS,

Dirmdangkan di Muara Beliti

padatanggal b Dta,[* 2O2O

SEKRETAruS DAERAH

KABT'PATEI{ MUSI RA\T'AS,

BERTTA DAERAH KABT'PATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR .9.

lo



3.

Ketentuan dalam Larnpiran I diubah, echingga L€mpiran I
bcrbunyi scbagaimana tercantum dalam l,ampiran I Peraturan

Bupati ini./

IGtcntuan dalaa Lanpiran II diubah, sehingga l^ampiran tr

berbunyi sebagaimana tercsntum dafaa Lampirsa II

Peraturen Bupati iniy'
Pa.al tr

Peraturan Bupati ini mulai berlaku peda tanggal diundaagkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundalgan Peraturan Bupati ini dengan penemPatanrrlre

dalam Bcrita Daerah Kabupat€n Musi Rawas../

Ditetapkan di
peda. tangggl

Muara Bcliti
7o ltccc'f 292o,
RAWAS,

TABUPATtsN MUSI RAS/AS,-r
Dirmdanglan di Muara Beliti

peda tang8al 9 t{t4:el 2o2o /
SEKRETARIS DAERAH

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHI'N 2O2O NOMOR .....

PARAF ROORDIflTSI
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